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DENGAN RAHNMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA -PADAN GSIDIMPUAN

bahwa dalam rangka penyelenggaran Otonomi Daerah dan Desentralisasi,
perlu  menetapkan  kebijakan-kebijakan- Pemerintah  sebagaimana
termaktub dalam Rencana Strategi Program Pembangunan Daerah
mclalui pembentukan Produk Hukum yang mempunyai peranan strategis
dalam peningkatan Pendapatan Asli Dacrah:

bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dunia usaha di sektor Industri
Perdagangan dan Gudang dipandang perlu mengadakan ketentuan-
Ketentuan vang dapat menunjang pertumbuhan perdagangan dan industri
di Dacrah, «okaligus akan dapat mcmheri kemudahan, kepastian dan
perluasan kesempatan berusaha serla scbagai pembinaan dari Pemerintah
Daerah:

balwva bosdasarkan pertimbangan a dan b perlu diatue dan ditetaphan
Peraturan acrah Kota Padangsidimpuan tentang Retribusi Tein Usaha
Incustri Perdagangan dan Gudang : '

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang -~ undang
Hukum Acara Pidana :

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang \Wajib Daltar Perusahaan :
Undang-Undang Nomor 24 tahun 1982 (cnlang Penataan Ruang ;
Uindang-Uindang Nomor 5 tabun 1984 tentang Perindustrian :
Undang-Undang Nomar 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian:
Undang-Undang Nomaor T tahun 1993 (entang Perseroan- Terbatas:
Uindang-Uandang Nomor 9 tahun 19935 tentang Usaha Keceil:
Undang-Undang Nomor 30 tahun 1997 (entang Perdagangan Berjangka
Nomaodiii; '

Uindane-Undane Nomor 22 tahun 1999 tentane Pemeringahan Dacrali:
Undang-U'ndang Yomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangean Neuangan
Pemerintah Pusat dan Daeraly;

Undano-1ndane Nomor 34 tahun 2000 tentany Perubahan antar U ndane-
Undange Momor TR tahun 1997 tentang. Pajak dan Retribust Daceah.

Undang-Undang . Nomor b taluan 2001 tentang Pembentukan Kola

Padanesidimpuan:

Potatinan Pemenntah Momor 17 tahan TORG (entange Tlow enanean
Peratuean Pombinaan dan Pengembangan Industri,

CPeraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1986 tenlang Kawasan Berikal
( Ponded Tone )

P ocatue oo oo oot ™ Tonsae T3 b 199 v ot Do T Tadaen



16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

18. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-Undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

19. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PW.0703 tahun 1984
tentang Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

21. Keputusan Menteri  Perindustrian dan  Perdagangan  Nomor

105/MPP/KKP/2/1988 tentang Penataan, Pembinaan dan Pergudangan;

22, Keputusan - Mentert Perindustrian dan Perdagangan Nomor

SOO/MPP/KKP/10/1999 tentang Penataan Ketentuan dan Tata Cara
Pemberian Izin Usaha Industri, [zin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

23. Keputusan  Menteri Perindustrian dan Perdagangan  Nomor

391/MPP/KKP/10/1999 tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin
Usaha Industri Perdagangan,

24, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 tahun

2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk
Hukum Daerah ;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun

- 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun

2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun

2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG -

R

IRIBUSI [ZIN USAHA INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN GUDANG

"BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah Kota ini yang dimaksud dengan

a.

b.

d.

Dacrah adalah Kota Padangsidimpuan.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Otonom yang
lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

Kepala Dacrah adalah Walikota Padangsidimpuan.

Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan.
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal adalah Dinas
Perindustrian,  Perdagangan  dan  Penanaman Modal Daerah Kota
Padangsidimpuan .

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan
bLaku, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai
yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun
dan perekayasaan industri.



m.

q.

W.

Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan
secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa
dengan disertai imbalan atau kompensasi.

Gudang adalah suatu iempat tidak bergerak yang digunakan untuk
menyimpan barang-barang.

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha
yang bersifat terus menerus yang didirikan, bekerja dan berkedudukan
dalam wilayah Daerah.

Pengusaha adalah setiap orang atau Badan yang menjalankan suatu jenis
perusahaan.

Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan Perkumpulan Firma,
Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi vang sejenis Lembaga Dana
Pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

Izin Usaha Industri adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan
untuk dapat melakukan kegiatan usaha industri, perdagangan atau gudang.
Izin Usaha Perdagangan adalah izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha
perdagangan.

Izin Gudang adalah pemberian izin kepada orang atau Badan diloKasi
tertentu  untuk  dapat memanfaatkan gudang, melakukan Kegiatan.
menampung, menyimpan atau mengumpulkan barang-barang perniagaan
termasuk yang berada di dalam lokasi Perusahaan.

Retribusi adalah pungutan Daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan untuk diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

Retribusi Izin Industri adalah pungutan Pemerintah Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian Izin Usaha Industri.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin
dari Walikota.

Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh
Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) yang wajib dibayar ke Kas
Dacrah,

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu
bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintah Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SKRD adalah
Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi vang
terutang.

Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan
SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk
melaporkan pembayaran dan Retribusi yang terhutang menurut peraturan
Retribusi. :

Sural Tagihan Retribusi Dacrab yang, disingkat dengan STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa
bunga atau denda.

Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nemor Pokok
Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib
Retribusi.

Perhitunean Retribusi Dacrah adalah perincian besarnya retribust vang
harus diis;\.\-';n' oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok Retribusi, bunga
kehurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi maupun
sanksi administrasi.

Surat Kelerangan Retribusi Dacrah Lebih Bayar yang disinghat dengan
SKRDIB adalah Surat Keputusan vang menentukan jumlah kelebihan
Pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari
Retribusi vang terutang dan seharusnya tidak terutang.



z. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar vang disingkat dengan

SKRIDKB adalah Surat Keputusan Kepala Daerah vang menectapkan
- besarnya Retribusi yang terutang.

aa. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
disingkat dengan SKRDKBT adalah Surat Keputusan Kepala Daerah vang
menetapkan tambahan atas jurlah Retribusi Daerals yang terutang.

bb. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatin pemungutan
Retribusi Daerah vang diawali dengan Penyampaian Surat Peringatan.
Surat Teguran kepada yang bersangkutan melaksanakan kegiatan dan
membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang.

cc. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yvang diberi tugas tertentu di bidang
Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

dd. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Padangsidimpuan.

BABII
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
| Pasal 2
(1) Dengan Nama Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan

Izin Gudang dipungut Retribusi Izin Usaha Industri. Izin Usaha
Perdagangan dan Izin Gudang.

(2) Objek Retribusi adalah Pelayanan yang diberikan atas pemberian [zin
Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan Izin Gudang.

Pasal 3

(1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan vang memerlukan
Pelavanan untuk mendapatkan Izin Usaha Industri. Izin Usaha Perdagangan
dan Izin Gudang,.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan
Perundang—undangan diwajibkan untuk melakukan pembavaran Retribusi.

BAB III
JENIS RETRIBUSI
Pasal <

Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan atau Izin Gudang
termasuk jenis Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV

PERTZINAN

Pasal 5

Setiap Tlaha vange mclakolan kepiatan Usaba Indust, Perdagangan atau

Uinatin Cioebanges swapth el Fan yang diterbithan epala Dacealh,



Pasal 6

(1) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pemohon
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat
vang ditunjuk.

(2) Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipersamakan dengan
SPTRD.

(3) Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan Izin Gudang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah jumlah Retribusi yang
ditetapkan untuk dilunasi.

Pasal 7

Usaha Industri Kecil tertentu dan Usaha Perdagangan tertentu yang tidak
terkait dengan dampak lingkungan atau sumber bahan baku tertentu dengan
nilai investasi kurang dari Rp.5.000.000,- {lima juta rupiah) tidak termasuk
tanah dan bangunan, dikecualikan dari ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1) Jangka Waktu berlakunya Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan
Izin Gudang ditetapkan selama usaha tersebut masih produktif.

(2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap Izin Usaha Industri,
Izin Usaha Perdagangan dan Izin Gudang sebagaimana tersebut pada ayat
(1) wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dan
dikenakan Retribusi Daftar Ulang sesuai dengan investasi pada saat
melakukan Daftar Ulang.

BAB YV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 9

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan :

a. Golongan Perusahaan untuk Izin Usaha Industri dan Izin Usaha
Perdagangan.

b. Batas ruangan untuk Gudang.

BAB VI
PENERAPAN TARIF
PPasal 10

Prinsip dan sasaran dalam Pencrapan Tarif Retribusi dimaksud untuk menutupi
biaya penclitian / survey, pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan
dan pengaturan.



N/

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI
Pasal 11

a. Retribusi Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Perdagangan.

NO | NILAI INVESTASI USAHA
INDUSTRI DAN PERDAGANGAN TARIF RETRIBUSI .
TIDAK TERMASUK TANAH DAN ;

BANGUNAN
1. |> 5.000.000 s/d 50.000.000,- Rp. 25.000.-
" 2. | > 50.000.000 s/d 100.000.000,- Rp. 40.000,-
3. | >100.000.000 s/d 150.000.000,- Rp. 60.000.-
4. | >150.000.000 s/d 200.000.000,- | Rp.  80.000,-
5. | >200.000.000 s/d 250.000.000,- Rp. 100.000,-
6. | > 250.000.000 s/d 300.000.000,- Rp.  125.000,- !
7. 1> 300.000.000 s/d 350.000.000,- Rp. 150.000- |
[ 8. [>350.000.000 s/d 400.000.000,- Rp. 200.000.-
| 9. |>400.000.000 s/d 450.000.000,- Rp. 250.000,-
10. | > 450.000.000 s/d 500.000.000,- Rp. 300.000.-
11. | > 500.000.000 s/d 1.000.000.000,- Rp. 400.000,- |
12. i > 1.000.000.000 s/d 1.500.000.000,- Rp. 650.000,-
13, | > 1.500.000.000 s/d 2.000.000.000,- Rp. 750.000,-

b.  Retribusi Izin Gudang

R 1. LUAS GUDANG _TARIF RETRIBUST |
1 |
| 1. - 36 m2 s/d  50m2 Rp. 23.000.-
2. - 50 m2 s/d 100 m2 Rp. 75.000.-
3. - 100m2 s/d 300 m2 Rp. 125.000.-
P 4 - 300 m2 s/d 500 m2 Rp. 150.000.-
| 5. - 500 m2 s/d 750 m2 Rp. 250.000.-
6. t- 750 m2 s/d 1.000 m2 Rp. 300.000.-
7. ;- 1.000 m2 s/d 1.500 m2 ! Rp. 350.000.-
i 8. - 1.500 m2 s/d 2.000 m2 : Rp. 500.000.-
.: 9. ,-2000m2  sd2.500m2 Rp. 750.000,-
BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 12
(1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya di (ctapkan olch
Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan Retribusi terutang.
(23 Retribusi Terutang terjadi pada saat di tetapkan SKRD atau dokumen lain
yang di persamakan.
BABX
DAERALILI PEMUNGUTAN
Tasal 13

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Wilayah Daerah.



BABXI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAY ARAN
Pasal 14
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan.

(2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
di persamakan.

Pasal 15

(1) Pembayaran Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan
1zin Gudang di lakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang di tunjuk
sesuai dengan waktu yang di tentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD
jabatan dan SKRD tambahan. :

(2) Dalam hal pembayaran di lakukan di tempat lain yang di tunjuk, maka hasil
penerimaan Retribusi Daerah -harus di setor ke Kas Daerah selambat-
lambatnya 1 x 24 jam, atau dalam waktu yang di tentukan oleh Kepala
Daerah:

3) Apz_lbila pembayaran Retribusi di lakukan setelah lewat waktu yang di
tentukan sebagimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini maka di kenakan
sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) dengan menerbitkan
STRD.

Pasal 16

Bagi perusahaan yang terlambat mendaftar ulang dan membayar Retribusi
daftar ulang di kenakan denda administarasi 2 % (dua persen) perbulan vang di
hitung dari saat jatuh tempo Daftar Ulang sampai hari pembayaran untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 17

(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.

(2) Kepala Daerah atau pejabat yang di tunjuk dalam memberi izin kepada
wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu
tertentu dengan alasan yang dapat di pertanggung jawabkan.

(3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (2) di

tetapkan oleh Kepala Daerah.

(4) Kepala Dacrah atau pejabat yang di tunjuk dapat mengizinkan wajib
Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu vang
di tentukan dengan alasan yang dapat di pertanggung jawabkan.

Pasal 18

(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana di maksud dalam Pasal 17 di berikan

tanda pembavaran,
(2) Setiap pembayaran di catat dalam buku penerimaan.

(O Nentuk ise, koantitas, ukuran  dan tanda bukti pembayaran Retribusi di
tctapkan Kepala Daerah.



BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 19

(1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan / surat lain vang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi di keluarkan segera setelah
7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan sanksi
dan sejenisnya. Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang,.

(3) Surat teguran scbagaimana di maksud pada ayat (1) di keluarkan oleh
Pejabat yang di tunjuk.

Pasal 20

Bentuk formulir yang digunakan untuk melaksanakan penagihan Retribusi Izin
Usaha Industri, Jzin Usaha Perdagangan dan Izin Gudang di tetapkan oleh
Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN ADMINISTRASI

Pasal 21

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, Kkeringanan dan
pembebasan besamya Retribusi.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi
sebagaimana pada ayat (1) di tetapkan oleh Kepala Daerah.

BABXIV

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN
KETEVAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKST ADMINISTRASI DAN PEMBATAILAN.

" Pasal 22

(1Y Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKR1D dan
STRD yang dalam penerbitannya  terdapat kesalahan  hitung  dan atau
kekelituan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi
Dacrah.

(2) Wajib  Retribusi  dapat mengajukan permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan Retribusi vang
terhutang dalam hal sanksi terscbut di kenakan karena bukan Kkehilapan
wajib Retribusi dtau bukan karcna Kesalahannya.

(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan atau pembetulan ketetapan
Retribusi yang tidak benar.,

() Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,
pensuranpan ketctapan, penghapusan atau pengurangan sanksi adminstrasi
scbagaimana di maksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana di
maksud avat (3) harus di sampaikan secara tertulis ofch wajib Retribusi
Lepada Kepala Dacrah atan pejabat yang, di tunjuk pating lama 30 (tiga
pulul)) hari scjak tanggal di terima SKRD dan STRID dengan memberikan
alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.



L )

(3) Keputusan alas permohonan sebagaimana di maksud ayat (2) pasal ini di
keluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang di tunjuk paling lama 3
(tiga) bulan sejak surat permohonan di terima.

(6) Apabila sudah lewat 3 bulan sebagimana di maksud ayat (3), Kepala
Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan. maka
permohonan pembetulan, pengurangan Ketetapan, penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap di kabulkan.

BAB XYV
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 23

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan
STRD. .

2) Permohonan keberatan sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini harus di
sampaikan sccara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang di tunjuk
paling lama 2 bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.

(3) Mengajukan Kkeberatan tidak menunda pembayaran.

(4) Permohonan sebagaimana di maksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus di
putuskan Kepala Daerah atau pejabat yang di tunjuk dalam jangka waktu
paling lama G (enam) bulan sejak permohonan keberatan di terima.

BAB XVI

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAY ARAN RETRIBUSI

Pasal 24

{1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis Kkepada
Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusi.

(2) Atas dasar permohonan dimaksud ayat (1) pasal ini, atas kelebihan
pembayaran Retribusi dapat langsung di perhitungkan terlebih dahulu
dengan hutang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh
Kepala Daerah.

(3) Alas dasar permohonan sebagaimana di maksud ayat (2) pasal ini yang
berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat di perhitungkan dengan
pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 25

(1) Dalam hal Kkelebihan pembayaran Retribusi yang tersisa, dilakukan
perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 26, di terbitkan SKRDLB yang
paling lambal 2 bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran Retribusi

(2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagimana dimaksud ayat (1) pasal ini di
kembalikan  kepada  wajib  Retribusi  paling lama 2 bulan  scjak
diterbitkannya SKRDLB.

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi di lakukan setelah lewat
waklu 2 bulan scjak di terbitkan SKRDLB, Kepala Daerah memberikan
imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran Retribusi.

0



Pasal 26

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 25 dilaksanakan dengan
penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Kelebihan Reiribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diterbitkan
bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB X VII

TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 27

(1) Pemeriksaan lapangan dilakukan dengan cara :

a.

b.

d.

(€6~

(2]
—

b.

(.

Memeriksa tanda pelunasan Retribusi dan Kketerangan sebagai bukti
pelunasan kewajiban Retribusi Daerah.

Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya
termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik
pengolah data lainnya. :

Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnyva
termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik
pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima.

Mecminta Keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib Retribusi yvang di
periksa.

Nemasuki tempat atau ruangan  vang  diduga merupakan tempat
menyimpan dokumen, uang, barang yvang dapat memberikan petunjuk
tentang Kkeadaan usaha wajib Retribusi dan atau tempat-tempat lainnya
yang dianggap penting, serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat
terscbut.

Melakukan penycgelan tempat atau ruangan tersebut pada hurup e
apabila wajib Retribusi atau wakil ataun kuasanva tidak memberikan
hesemipatan untuk memasuki tempat atau ruangan di maksud atau tidak
ada di tempat pada saat pemeriksaan.

Meminta keterangan atau bukti yang di perlukan dari pibak ke 3 vang
mempuryai hubungan dengan wajib Retribusi yang diperiksa.

) Pemeriksaan kantor dilakukan dengan cara :
da.

Memberitabukan  agar wajib Refribusi membawa tanda pelunasan
Retribusi, buku-buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung lainnyva
tcrmasuk  keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik
pengolah data lainnya.

Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen ‘pendukung Iainnya
termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik
pengolah data lainnva dengan memberikan tanda terima.

Memeriksa catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk Keluaran
dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya.
NMeminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib retribusi vang
diperiksa

Meminta Keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga
yvang mempunyai hubungan dengan wajib retribust vang diperiksa.

(3) Tata cara schagaimana dimaksud pada avat (1) hurul’ ditctapkan olch
Nepala Dacrah.

Pasal 28

(1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib Retribusi atau
wakil at huasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap akan dilakukan
scpangjang, ada pihak yang mcmpunyai kewenangan  untuk bertmdak
mewakili - wajib  Retribusi  sesuai  batas  Kewenangannya,  selangutnya
pemerihsaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnva.



(1) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan
ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan vang
diperlukan.

(3) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan dilanjutkan setclah
dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada avat (1), wajib Retribusi
atau wakil atau kuasanya tidak ada di tempat, pemeriksaan dilakukan
dengan terlebih dahulu meminta pegawai wajib Retribusi guna kelancaran
pemeriksaan.

(4) Apabila Wajib Retribusi atau wakil atau kuasanya tidak memberikan izin
untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu tidak memberi
bantuan guna kelancaran pemeriksaan yang diperlukan, wajib Retribusi
atau wakil atau kuasanya harus menandatangani surat penolakan
pemeriksaan.

(5) Apabila pegawai Retribusi yang diminta mewakili- wajib Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menolak untuk membantu kelancaran
pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat penolakan
pemeriksaan. .

(6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), pemcriksa membuat Berita Acara
Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa.

(7) Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, Surat Pernyataan Penolakan
membantu  kelancaran pemeriksaan dan Berita Acara Penolakan
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), avat (5) dan
avat (6) dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya Retribusi terutang
sceara jabatan atau dilakukan penyidikan.

Pasal 29

(1) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar
penerbitan  Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat
Keterangan Retribusi Daerah Khusus Bayar Tambahan atau Surat Tagihan
Retribusi Daerah atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan Retribusi Daerah.

(2) Apabila perhitungan besarnya Retribusi yang terutang dalam Surat
Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar dan Surat Tagihan Retribusi
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan Surat
Pemberitahuan  Retribusi  Daerah, perbedaan besammya  Retribusi
diberitahukan kepada wajib Retribusi yang bersangkutan.

Pasal 30

(1) Pemberian  tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir
pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lambat 21 (dua
puluh satu) hari sctelah pemeriksaan selesai dilakukan.

(2) Pemberian tanggapan atas pemeriksaan lapangan dilakukar dalam waktu
paling lama 7 (tujuh) hari sctelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.

(3) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada wajib Retribusi segera
sctelah Surat Pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan
wajib Retribusi.

(4) Apabila wajib Retribusi tidak memberikan tanggapan scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil
pemeriksaan,  Sural Ketetapan Retribusi Daerah atau Surat Tagihan
Retribusi Daerah diterbitkan secara jabatan Lerdasarkan hasil pemeriksaan
yang disampaikan kepada wajib Retribusi.

(S) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib Runl)usl schagaimana
dimaksud pada avat (3) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilakukan

dengan penyidikan.
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Pasal 31

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak
pidiana Retvibusi Dacrah, pemeriksaan tctap  dilanjutkan  dan pemeriksa
membunai faporan Pemeriksaan.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 32

(1) Wajiv Retribusi yang tidak melaksanakan Kkewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana  scbagaimana dimaksud “ayat (1) pasal ini adalah
pelanggaran. :

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

(1) FHal  hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur
kemudian  dengan  Keputusan Kepala Daerah, sepanjang mengenai
pelaksanaannya.

() Dengan berlakunya Peraturan Dacrab ini, maka segala Ketentuan yang
bertentangan dan tidak'sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak
berlaku lagi.

(2) Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar scilap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daeralr i dengan  penempatannva  dalam  Lembaran Daerah  Kota
Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal \% Mactk U003
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Pasal 31

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak
pidana Retribusi Daeral, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa
membuat laporan Pemeriksaan.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 32

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sechingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun atau denda sctinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak " pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah
pelanggearan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

(1) Hal  hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Dacrah int akan diatur
kemudian  dengan  Keputusan Kepala Daerah, sepanjang mengenai
pelaksanaannya.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang.
bertentangan dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinvatakan tidak
berlaku lagi.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

A schiap orang, mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Dacrah  ini dengan penempatannyva dalam Lembaran  Daerah  Kota
Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 1% Mart 2002
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